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 ABSTRAK 
 
  
 
 RIZKA MAGFIRAH N, Hukum Acara, Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin Makassar, Tuntutan Pembagian Harta Bersama Yang Dalam 
Status Agunan (Studi Kasus Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2011/PA.Mks). 
Dibimbing oleh Bapak Sukarno Aburaera dan Ibu Ratnawati. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara penyelesaian 
pembagian harta bersama yang dalam status agunan dan untuk mengetahui 
pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2011/PA.Mks yang 
berkaitan dengan pembagian harta bersama yang sedang dalam agunan. 
 
 Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar 
Provinsi Sulawesi Selatan dengan melakukan wawancara langsung terhadap 
hakim serta memperoleh sumber data dari Perpustakaan Universitas 
Hasanuddin dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
Data yang diperoleh tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara 
deskriptif. 
 
 Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: bahwa 
penyelesaian pembagian harta bersama yang dalam status agunan baru 
dapat dibagi apabila harta bersama yang diagunkan kepada lembaga 
penjamin dilunasi terlebih dahulu. Setelah harta bersama tersebut lunas, 
barulah harta tersebut dapat dibagi sesuai yang diatur dalam Pasal 97 
Kompilasi Hukum Islam yaitu “Janda atau duda cerai hidup masing-masing 
berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam 
perjanjian perkawinan”. Adapun pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 
1323/Pdt.G/2011/PA.Mks yang berkaitan dengan pembagian harta bersama 
yang sedang dalam agunan adalah hakim tidak menerima gugatan 
penggugat karena terdapat cacat formil yang dijatuhkan berdasarkan Eksepsi 
yang diajukan tergugat yaitu adanya harta bersama yang masih dalam 
agunan bank dengan adanya pinjaman kredit yang menyebabkan harta 
bersama tersebut tidak dapat dibagi antara penggugat dan tergugat. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Sebagai konsekuensi logis bahwa Negara Indonesia sebagai 
negara yang berdasarkan hukum maka seluruh aspek kehidupan 
masyarakat diatur oleh hukum termasuk mengenai perkawinan, 
perceraian, dan kewarisan. Dengan lahirnya Undang-undang No.1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 
1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975, adalah 
merupakan salah satu bentuk Unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia 
tentang perkawinan beserta akibat hukumnya. 
Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin 
antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri 
dengan tujuan membentuk  keluarga  (rumah tangga) yang bahagia dan 
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 
Setiap perkawinan pasti ada tujuan. Tujuan ini tersimpul dalam 
fungsi suami istri. Tidak mungkin ada fungsi suami istri tanpa 
mengandung satu tujuan. Tujuan ini dalam Undang-Undang Perkawinan 
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dirumuskan dengan jelas yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Namun dalam kenyataannya, berdasarkan hasil pengamatan, 
tujuan perkawinan itu banyak juga yang tercapai secara tidak utuh. Pada 
masa sekarang ini, banyak perkawinan yang harus berakhir dengan 
perceraian. Perkawinan bukan lagi dianggap sesuatu yang sakral 
sehingga apabila terjadi perceraian maka merupakan hal yang biasa dan 
bukan merupakan hal yang tabu, bahkan dikalangan tertentu perceraian 
bisa dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan popularitas. Oleh 
karena itu maka perceraian semakin banyak terjadi tidak hanya di 
kalangan masyarakat awam, akan tetapi juga banyak terjadi di kalangan 
masyarakat golongan intelektual, apalagi golongan selebritis atau artis. 
Bagi umat islam, perceraian merupakan salah satu hal yang 
dilarang, namun dihalalkan. Artinya, perceraian sedapat mungkin 
dihindari, namun apabila diupayakan untuk diselesaikan dengan baik 
tetapi kedua belah pihak (suami dan istri) sudah tidak ingin lagi rukun 
bersatu, maka jalan terbaik adalah melalui lembaga perceraian. Di 
Indonesia, perceraian menurut hukum Islam merupakan salah satu 
wewenang Peradilan Agama. 
Apabila terjadi suatu perceraian tentu akan membawa akibat 
hukum sebagai konsekuensi dari perceraian tersebut, yaitu terhadap 
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status suami atau istri, kedudukan anak, maupun mengenai harta 
bersama yang diperoleh sepanjang perkawinan. 
Menentukan status kepemilikan harta selama perkawinan penting 
untuk memperoleh kejelasan bagaimana kedudukan harta itu jika terjadi 
kematian salah satu suami atau istri, mana yang merupakan harta 
peninggalan yang akan diwaris ahli waris masing-masing. Demikian pula 
apabila terjadi perceraian harus ada kejelasan mana yang menjadi hak 
istri dan mana yang menjadi hak suami. Jangan sampai suami mengambil 
hak istri atau sebaliknya jangan sampai istri mengambil hak suami. 
Hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami istri 
untuk memiliki harta benda secara perseorangan, yang tidak dapat 
diganggu oleh pihak lain. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan 
sebagainya tanpa ikut sertanya istri, berhak menguasai sepenuhnya harta 
yang diterimanya itu. Demikian pula halnya istri yang menerima 
pemberian, warisan, mahar, dan sebagainya tanpa ikut sertanya suami, 
berhak menguasai sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu. Harta 
bawaan yang telah mereka miliki sebelum terjadi perkawinan juga menjadi 
hak masing-masing (Ahmad Azhar Basyir, 2000 : 65). 
Hukum Islam mengenal Syirkah (persekutuan). Harta yang 
dihasilkan suami istri yang bersama-sama bekerja juga dipandang 
sebagai harta syirkah antara suami istri. Sedangkan pengertian harta 
bersama menurut Pasal 35 ayat 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 
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adalah “Harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta 
bersama “. 
Pasca terjadinya perceraian, persoalan mengenai harta bersama 
sering terjadi antara mantan suami dan mantan istri bahkan 
persengketaan atas harta bersama tersebut seringkali melibatkan pihak 
ketiga. Adanya persengketaan atas harta bersama yang melibatkan pihak 
ketiga bisa terjadi karena mantan suami atau mantan istri menggadaikan 
harta bersama tersebut kepada lembaga penjamin. Selama ini di negara 
kita dikenal dua lembaga yang selalu dijadikan sebagai lembaga penjamin 
oleh masyarakat, yaitu bank dan pegadaian. 
Dengan dijaminkannya harta bersama tanpa sepengetahuan suami 
atau istri maka akan menimbulkan persoalan atau persengketaan pasca 
terjadinya perceraian termasuk salah satunya yaitu persengketaan atas 
harta bersama yang sedang dijaminkan di wilayah Hukum Pengadilan 
Agama Makassar yang mana dalam persengketaan tersebut mantan 
suami (penggugat) menggugat mantan istri (tergugat) untuk menyatakan 
bahwa rumah yang terletak di BTN Ranggong Permai Blok K No. 11 
Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar tersebut 
adalah bagian dari harta bersama. Dan penggugat memerintahkan untuk 
membagi 2 (dua) rumah yang terletak di BTN Ranggong Permai tersebut. 
Tetapi tergugat tidak dapat menerima gugatan penggugat untuk membagi 
2 (dua) harta gono-gini tersebut karena rumah tersebut tergugat telah 
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gadaikan untuk biaya anak-anak dan biaya hari-hari tergugat karena 
selama ini perhatian tergugat tidak mendapat tempat di hati penggugat. 
Dan juga, penggugat selama ini tidak menunaikan kewajibannya baik 
terhadap tergugat maupun terhadap anak-anaknya sejak tahun 2011. 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian dengan judul 
“Tuntutan Pembagian Harta Bersama Yang Dalam Status Agunan (Studi 
Kasus Putusan No. 1323/Pdt.G/2011/PA.Mks)” layak untuk diteliti karena 
pentingnya penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat 
dirumuskan dua pokok permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah tata cara penyelesian pembagian harta bersama yang 
dalam status agunan? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim pada Putusan No. 
1323/Pdt.G/2011/PA.Mks yang berkaitan dengan pembagian harta 
bersama yang sedang dalam agunan? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adanya penelitian dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan 
tertentu, berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 
adalah : 
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1. Untuk mengetahui tata cara penyelesaian pembagian harta bersama 
yang dalam status agunan. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim pada Putusan No. 
1323/Pdt.G/2011/PA.Mks yang berkaitan dengan pembagian harta 
bersama yang sedang dalam agunan. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 
berikut: 
a. Agar dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa khususnya yang 
mengambil program kekhususan hukum acara. 
b. Diharapkan menjadi masukan terhadap para pihak yang berhubungan 
dan terkait dengan pelaksanaan perkawinan terutama bagi praktisi 
hukum. 
c. Menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat 
umum yang mempunyai kepedulian terhadap persoalan-persoalan 
hukum. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Gugatan dalam Hukum Acara Perdata 
Gugatan dalam hukum acara perdata dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: 
1. Gugatan permohonan atau gugatan voluntair 
Biasa dipergunakan istilah permohonan, tetapi sering juga 
disebut gugatan voluntair. Sebutan ini dapat dilihat dahulu dalam 
penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 
(sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999) 
yang menyatakan: 
“Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-
badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian 
masalah yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair”. 
Permohonan atau gugatan voluntair  adalah permasalahan 
perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani  
pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan 
Negeri. (M. Yahya Harahap, 2005:29) Ciri khas permohonan atau 
gugatan voluntair: 
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a. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak  semata (for 
the benefit of one party only) 
1. Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon 
tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan 
kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan 
untuk melakukan tindakan tertentu; 
2. Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan 
pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan 
orang lain. 
b. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada PN, pada 
prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without disputes or 
differences with another party) 
Berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan 
permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan 
maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain 
atau pihak ketiga. 
c. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, 
tetapi bersifat ex-parte. 
Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat ex-
parte. Permohonan untuk kepentingan sepihak (on behalf of one 
party) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (involving 
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only one party to a legal matter) yang diajukan dalam kasus itu, 
hanya satu pihak. 
2. Gugatan Kontentiosa 
Telah dijelaskan, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang No. 14 Tahun 1970 (sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang No. 35 Tahun 1999), dan sekarang diatur dalam Pasal 16 ayat 
(1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-
Undang No. 14 Tahun 1970.  
Tugas dan kewenangan badan peradilan di bidang perdata 
adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan 
sengketa di antara para pihak yang berperkara. Hal inilah yang 
menjadi tugas pokok peradilan. Wewenang peradilan menyelesaikan 
perkara diantara pihak yang bersengketa, disebut yuridiksi contentiosa 
dan gugatannya berbentuk gugatan contentiosa atau disebut juga 
contentious. Dengan demikian yuridiksi dan gugatan contentiosa, 
merupakan hal yang berbeda atau berlawanan dengan yuridiksi 
gugatan voluntair yang bersifat sepihak (ex-parte), yaitu permasalahan 
yang diajukan untuk diselesaikan pengadilan tidak mengandung 
sengketa (undisputed matters), tetapi semata-mata untuk kepentingan 
pemohon. Lain halnya dengan gugatan contentiosa, gugatannya 
mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih. Permasalahannya 
yang diajukan dan di minta untuk diselesaikan dalam gugatan, 
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merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak (between 
contending parties). (M. Yahya Harahap, 2005; 46) 
Gugatan contentiosa inilah yang dimaksud dengan gugatan 
perdata dalam praktik. Menurut Rancangan Undang-Undang Hukum 
Acara Perdata pada Pasal 1 angka 2, gugatan adalah tuntutan hak 
yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk 
mendapatkan putusan. Gugatan dapat diajukan dalam bentuk tertulis 
(Pasal 118 HIR/Pasal 142 Rbg) dan lisan (Pasal 120 HIR/Pasal 144 
Rbg). Tentang gugatan lisan, dalam Pasal 120 HIR menyatakan 
bahwa: 
“Bilamana penggugat buta huruf maka surat gugatannya yang 
dapat dimasukkannya dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri 
yang mencatat gugatan”. (M. Yahya Harahap, 2005;48) 
Syarat dalam menyusun gugatan menurut Yurisprudensi MA, 
yaitu: (fajarweiz.blogspot.com/2012/04/hukum-perdata-cara-
mengajukan-gugatan.html?m=1, 15 Februari 2013, pukul 13.00 WITA) 
a. Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan asal 
cukup memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang 
menjadi dasar tuntutan. 
b. Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas. 
c. Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap. 
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d. Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas 
letak, batas-batas dan ukuran tanah. 
Apabila tidak memenuhi syarat diatas gugatan menjadi tidak 
sempurna maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet 
ontvankelijk verklaard).  
Dalam hukum acara perdata ada istilah gugatan tidak dapat 
diterima dan gugatan ditolak. Gugatan tidak dapat diterima adalah 
gugatan yang tidak bersandarkan hukum yaitu apabila peristiwa-
peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan. 
Putusan tidak diterima ini bermaksud menolak gugatan diluar pokok 
perkara. Dalam hal ini penggugat masih dapat mengajukan kembali 
gugatannya atau banding. Lebih kepada tidak memenuhi syarat formil. 
Sedangkan apabila gugatan ditolak artinya gugatan tersebut tidak 
beralasan hukum yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang 
membenarkan tuntutan. Putusan hakim dengan melakukan penolakan 
bermaksud menolak setelah mempertimbangkan pokok perkara. 
Dalam hal ini penggugat tidak ada kesempatan mengajukan kembali 
tapi haknya adalah banding. Lebih kepada tidak memenuhi syarat 
materiil (pembuktian). 
Dalam berperkara dikenal beberapa pihak yang terlibat dalam 
suatu Gugatan Perdata, yaitu: 
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1. Penggugat, yaitu orang yang merasa haknya dilanggar. Jika dalam 
suatu Gugatan terdapat banyak Penggugat, maka disebut dalam 
gugatannya dengan “Para Tergugat”. 
2. Tergugat, yaitu orang yang ditarik ke muka Pengadilan karena 
dirasa telah melanggar hak Penggugat. Jika dalam suatu Gugatan 
terdapat banyak pihak yang digugat, maka pihak-pihak tersebut 
disebut; Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan seterusnya. 
3. Turut tergugat adalah pihak yang tidak menguasai objek perkara 
tetapi akan terikat dengan putusan hakim demi lengkapnya suatu 
gugatan. 
Adapun tata cara mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, 
yaitu: (smjsyariah89.wordpress.com/2012/11/15/tata-cara-
mengajukan-gugatan-perdata/, 15 Februari 2013, pukul 13.33 WITA) 
a. Langkah pertama mengajukan gugatan perdata adalah dengan 
melakukan pendaftaran gugatan tersebut ke Pengadilan. Menurut 
Pasal 118 ayat (1) HIR, pendaftaran gugatan itu diajukan ke 
Pengadilan Negeri berdasarkan kompetensi relatifnya berdasarkan 
tempat tinggal tergugat atau domisili hukum yang ditunjuk dalam 
perjanjian; 
b. Setelah gugatan diajukan di kepaniteraan, selanjutnya Penggugat 
wajib membayar biaya perkara. Biaya perkara yang dimaksud 
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adalah panjar biaya perkara, yaitu biaya sementara yang nantinya 
akan diperhitungkan setelah adanya putusan pengadilan; 
c. Registrasi perkara adalah pencatatan gugatan ke dalam Buku 
Register Perkara untuk mendapatkan nomor gugatan agar dapat 
diproses lebih lanjut; 
d. Setelah Panitera memberikan nomor perkara berdasarkan nomor 
urut dalam Buku Register Perkara, perkara tersebut dilimpahkan 
kepada Ketua Pengadilan Negeri; 
e. Setelah Ketua Pengadilan Negeri memeriksa berkas perkara yang 
diajukan Panitera, kemudian Ketua Pengadilan Negeri menetapkan 
Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara; 
f. Selanjutnya, setelah Majelis Hakim terbentuk, Majelis Hakim 
tersebut kemudian menetapkan hari sidang. 
Dalam hukum acara perdata dasar seseorang mengajukan 
gugatan adalah: 
1. Wanprestasi 
Dasar hukum Pasal 1239 KUHPerdata, yang menyatakan 
“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak 
berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi 
kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban 
memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”. 
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2. Perbuatan Melawan Hukum 
Dasar hukum Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan 
“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian 
kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya 
menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu”. 
Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata mengatur 
pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan 
melawan hukum baik karena berbuat (culpa in commitendo) atau 
karena tidak berbuat (culpa in ommitendo). Sedangkan Pasal 1366 
KUHPerdata lebih mengarah pada tuntutan pertanggungjawaban 
yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian 
(onrechtmatigenalaten). 
Unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu: 
a. Adanya suatu perbuatan 
b. Perbuatan tersebut melawan hukum 
c. Adanya kerugian bagi korban 
d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian 
 
B. Harta Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam 
Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup 
kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. (Pasal 
85 Kompilasi Hukum Islam). 
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(Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam) 
1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta 
istri karena perkawinan. 
2. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, 
demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai 
penuh olehnya. 
(Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam) 
1. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang 
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di 
bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak 
menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. 
2. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan 
perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, 
sedekah, atau lainnya. 
Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta 
bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan 
Agama. (Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam) 
Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri, 
maupun hartanya sendiri. (Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam) 
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Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta 
suami yang ada padanya. (Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam) 
(Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam) 
1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat 
berupa benda terwujud atau tidak berwujud. 
2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, 
benda bergerak, dan surat-surat berharga. 
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun 
kewajiban. 
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah 
satu pihak atas persetujuan pihak lainnya. 
Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan 
menjual atau memindahkan harta bersama: (Pasal 92 Kompilasi Hukum 
Islam) 
(Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam) 
1. Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada 
hartanya masing-masing. 
2. Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk 
kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. 
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami. 
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4. Bila harta bersama tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan 
kepada harta istri. 
(Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam) 
1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri 
lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. 
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang 
mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat 
(1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, 
ketiga, atau yang keempat. 
(Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam) 
1. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c 
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), 
suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan 
sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan 
cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan 
membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan 
sebagainya. 
2. Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama 
untuk kepentingan keluarga dengan izin Peradilan Agama. 
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(Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam) 
1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak 
pasangan yang hidup lebih lama. 
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau 
suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian 
matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan 
Pengadilan Agama. 
Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari 
harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian 
perkawinan. (Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam) 
 
C. Pengertian Harta Bersama 
Harta bersama merupakan harta kekayaan yang diperoleh selama 
perkawinan di luar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang 
diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan 
perkawinan (Ahmad Rofiq, 1995:200). 
Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui 
Undang-Undang dan peraturan berikut: 
(suksmasoul.blogspot.com/2008/06/harta-bersama-gono-gini.html, 18 
Desember 2012, pukul 15.08 WITA)  
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a. UU Perkawinan Pasal 35 ayat 1, disebutkan bahwa yang di maksud 
dengan harta gono gini (harta bersama) adalah “harta benda yang 
diperoleh selam paerkawinan” artinya, harta kekayaan yang diperoleh 
sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut harta gono-gini. 
b. KUH Per pasal 119, disebutkan bahwa “sejak saat dilangsungkan 
perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh 
antara suami istri, sejauh tentang hal ini tidak diadakan ketentuan lain 
dalam perejanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan 
berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan 
antara suami istri. 
c. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 85, disebutkan bahwa “adanya 
harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan 
adanya harta milik masing-masing suami atau istri.” Pasal ini sudah 
menyebutkan adanya harta gono gini dalam perkawinan. Dengan kata 
lain, KHI mendukung adanya persatuan harta dalam perkawinan (gono 
gini). Meskipun sudah bersatu, tidak menutup kemungkinan adanya 
sejumlah harta milik masing-masing pasangan, baik suami ataupun 
istri. 
d. Pada KHI Pasal 86 ayat 1 dan ayat 2, kembali dinyatakan bahwa 
“pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta 
istri karena ada perkawinan” (ayat 1). Pada ayat 2 lebih lanjut 
ditegaskan bahwa pada dasarnya harta istri menjadi hak istri dan 
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dikuasai penuh olehnya. Demikian juga sebaliknya harta suami akan 
menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. 
 
1. Harta Bersama menurut Hukum Adat 
Indonesia yang mempunyai daerah yang sangat luas, memberikan 
adanya perbedaan nama dan istilah terhadap penamaan harta bersama 
sesuai dengan bahasa dan dialek daerah tertentu. Hal ini bisa dilihat di 
daerah Jawa disebut barang “gonogini”, di Aceh disebut harta 
”seuhareukat”, di Bali disebut harta “druwe gebru”, di Minangkabau 
disebut harta “saurang”, di Madura disebut “ghuma ghuma”, dan di 
Sulawesi Selatan disebut barang “cakkar”. (Abdul Manan, 2008:107) 
Secara umum, hukum adat tentang harta gono gini hampir sama di 
seluruh daerah. Yang dapat dianggap sama adalah perihal terbatasnya 
harta kekayaan yang menjadi harta bersama (harta persatuan), 
sedangkan mengenai hal-hal lainya, terutama mengenai kelanjutan dari 
harta kesatuan itu sendiri pada kenyataanya memang berbeda di masing-
masing daerah. Misalnya di Jawa, pembagian harta kekayaan kepada 
harta bawaan dan harta gono-gini setelah terjadi perceraian antara suami 
dan istri akan bermakna penting sekali. Hal ini berbeda sekali dengan 
kondisi dari salah satu keduanya meninggal dunia, pembagian tersebut 
tidak begitu penting. Sementara itu, di Aceh, pembagian harta kekayaan 
kepada harta bawaan dan hareuta sauhareukat bermakna sangat penting 
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baik ketika terjadi perceraian maupun pada saat pembagian warisan jika 
salah seorang pasangan meningggal dunia. 
Meskipun pembagian harta gono gini di berbagai daerah boleh 
dikatakan hampir sama, tetapi ada juga yang dibedakan berdasarkan 
konteks budaya lokal masyarakatnya. Salah satu contoh dimana hukum 
adat yang cenderung tidak memberlakukan konsep harta gono-gini, yaitu 
di daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Menurut hukum adat Lombok, 
perempuan yang bercerai pulang kerumah orang tuanya dengan hanya 
membawa anak dan barang seadanya, tanpa mendapat hak gono-gini. 
Menurut  M. Yahya Harahap jika ditinjau historis terbentuknya harta 
bersama, telah terjadi perkembangan hukum adat terhadap harta 
bersama didasarkan pada syarat ikut sertanya istri secara aktif dalam 
membantu pekerjaan suami. Jika istri tidak ikut secara fisik dan membantu 
suami dalam mencari harta benda, maka hukum adat lama menganggap 
tidak pernah terbentuk harta bersama dalam perkawinan. Dalam 
perjalanan sejarah lebih lanjut, pendapat tersebut mendapat kritik keras 
dari berbagai kalangan ahli hukum sejalan dengan berkembangnya 
pandangan emansipasi wanita dan arus globalisasi segala bidang. (Abdul 
Manan, 2008:107-108) 
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2. Harta Bersama menurut Perundang-undangan 
Dalam Pasal 119 KUH Perdata dikemukakan bahwa mulai saat 
perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat 
antara kekayaan suami istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian 
kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain. Persatuan harta kekayaan 
itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh ditiadakan atau 
diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri apa pun. Jika 
bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, suami istri 
harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 
139 sampai Pasal 154 KUH Perdata. 
Dalam Pasal 128 sampai Pasal 129 KUH Perdata, dinyatakan 
bahwa apabila putusnya tali perkawinan antara suami istri, maka harta 
bersama itu dibagi dua antar suami istri tanpa memperhatikan dari pihak 
mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh. Tentang 
perjanjian kawin itu dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan 
sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketenteraman umum yang 
berlaku dalam kehidupan masyarakat. 
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37, dikemukakan bahwa harta 
benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. 
Masing-masing suami istri terhadap harta yang diperoleh masing-masing 
sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-
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masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Tentang harta 
bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atas 
harta bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak. Dinyatakan pula 
bahwa suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan 
perbuatan hukum mengenai harta bersama tersebut apabila perkawinan 
putus karena perceraian, maka harta bersama tersebut diatur menurut 
hukum masing-masing. 
Menurut Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang perkawinan jo. Pasal 87 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa 
istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum 
terhadap harta pribadi masing-masing. Mereka bebas menentukan 
terhadap harta tersebut tanpa ikut campur suami atau istri untuk 
menjualnya, dihibahkan, atau diagunkan. Juga tidak diperlukan bantuan 
hukum dari suami untuk melakukan tidakan hukum atas harta pribadinya. 
Tidak ada perbedaan kemampuan hukum antara suami istri dalam 
menguasai dan melakukan tidakan terhadap harta pribadi mereka. 
Ketentuan ini bisa dilihat dalam Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam, di mana 
ditegaskan bahwa tidak ada percampuran antara harta pribadi suami istri 
karena perkawinan dan harta istri tetap mutlak jadi hak istri dan dikuasi 
penuh olehnya, begitu juga harta pribadi suami menjadi hak mutlak dan 
dikuasai penuh olehnya. 
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Mengenai wujud harta pribadi itu sejalan dengan apa yang telah 
dijelaskan dalam Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan. Ketentuan ini sepanjang suami istri tidak 
menentukan lain dalam perjanjian perkawinan (hewelijke voorwaarden) 
sebelum akad nikah dilaksanakan. Adapun harta yang menjadi milik 
pribadi suami atau istri adalah (1) harta bawaan, yaitu harta yang sudah 
ada sebelum perkawinan mereka laksanakan, (2) harta yang diperoleh 
masing-masing selama perkawinan tetapi terbatas pada perolehan yang 
berbentuk hadiah, hibah, dan warisan. Di luar jenis ini semua harta 
langsung masuk menjadi harta bersama dalam perkawinan. 
Semua harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan 
perkawinan menjadi harta bersama, baik harta tersebut diperoleh secara 
tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga 
dengan harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah 
menjadi harta bersama, tidak menjadi soal apakah istri atau suami yang 
membeli, tidak menjadi masalah apakah istri atau suami mengetahui pada 
saat pembelian itu atau juga tidak menmjadi masalah atas nama siapa 
harta itu didaftarkan. (Abdul Manan, 2008:109) 
 
3. Harta Bersama menurut Hukum Islam 
Dalam kitab-kitab fiqih, harta bersama diartikan sebagai harta 
kekayaan yang dihasilkan oleh suami isteri selama mereka diikat oleh tali 
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perkawinan, atau dengan kata lain disebutkan bahwa harta bersama 
adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami isteri 
sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak 
dapat dibeda-bedakan lagi. Dasar hukumnya adalah Al-Qur’an Surat An-
Nisa’ Ayat (32), bahwa bagi semua laki-laki ada bagian dari apa yang 
mereka usahakan dan semua wanita dari apa yang mereka usahakan 
pula. 
Hukum Islam juga berpendirian bahwa harta yang diperoleh suami 
selama perkawinan menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak 
terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya. Namun Al Qur’an dan 
Hadits tidak memberikan ketentuan yang tegas bahwa harta benda yang 
diperoleh suami selama berlangsung perkawinan sepenuhnya menjadi 
hak suami, dan istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suaminya. 
Al Qur’an dan hadits juga tidak menegaskan secara jelas bahwa harta 
benda yang diperoleh suami dalam perkawinan, maka secara langsung 
istri juga berhak terhadap harta tersebut. 
Sebagian pendapat para pakar hukum Islam mengatakan bahwa 
agama Islam tidak mengatur tentang harta bersama dalam Al-Qur’an. 
Pendapat ini dikemukakan oleh Hazairin, Anwar Harjono, dan 
Andoerraoef, serta diikuti oleh murid-muridnya. Sebagian pakar hukum 
Islam yang lain mengatakan bahwa suatu hal yang tidak mungkin jika 
agama Islam tidak mengatur tentang harta bersama ini, sedangkan hal-
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hal lain yang kecil-kecil saja diatur secara rinci oleh agama Islam dan 
ditentukan kadar hukumnya. Jika tidak disebutkan dalam Al-Qur’an, maka 
ketentuan itu diatur dalam Hadist yang juga merupakan salah satu 
sumber hukum Islam juga. (Abdul Manan, 2008:109) 
 
4. Pembagian Harta Bersama 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 
37 menyatakan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian harta 
bersama diatur menurut hukumnya masing-masing." Dalam penjelasan 
pasal tersebut, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hukumnya” 
masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum 
lain. 
Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak 
menyatakan dengan tegas berapa bagian masing-masing antar suami 
atau istri, baik cerai mati maupun cerai hidup. Tetapi dalam Kompilasi 
Hukum Islam (KHI) Pasal 96 dan Pasal 97 mengatur tentang pembagian 
syirkah ini baik cerai hidup maupun cerai mati, yaitu masing-masing 
mendapat setengah dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain 
dalam perjanjian perkawinan. 
Selengkapnya lihat bunyi Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam: 
a. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak 
pasangan yang hidup lebih lama. 
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b. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau 
suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian 
matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan 
Pengadilan Agama. 
Sedangkan Pasal 97 menyatakan bahwa “Janda atau duda cerai 
hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang 
tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. 
 
D. Ruang Lingkup Harta Bersama Dalam Perkawinan 
Harta bersama merupakan konsekuensi hukum dari perkawinan. 
Menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, harta benda 
yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ini berarti 
harta bersama mutlak ada dan tidak boleh ditiadakan oleh para pihak.  
Ruang lingkup harta bersama dalam perkawinan, yaitu: (M. Yahya 
Harahap, 1990:119-122) 
1. Semua harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan, 
sekalipun harta atau barang terdaftar diatas namakan salah seorang 
suami istri, maka harta yang atas suami istri itu dianggap harta 
bersama. 
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2. Kalau harta itu dipelihara/diusahai dan telah dialihnamakan ke atas 
nama adik suami, jika harta yang demikian dapat dibuktikan hasil yang 
diperoleh selama masa perkawinan, maka harta tersebut harus 
dianggap harta bersama suami istri. 
3. Adanya harta bersama suami istri tidak memerlukan pembuktian, 
bahwa istri harus ikut aktif membantu terwujudnya harta bersama 
tersebut, kecuali si suami dapat membuktikan bahwa istrinya benar-
benar tidak melaksanakan kewajiban yang semestinya sebagai ibu 
rumah tangga yang selalu pergi meninggalkan rumah tempat 
kediaman tanpa alasan yang sah dan wajar. 
4. Harta atau rumah yang dibangun atau dibeli sesudah terjadi 
perceraian dianggap harta bersama suami istri jika biaya 
pembangunan atau pembelian sesuatu barang tersebut diperoleh dari 
hasil usaha bersama selama perkawinan. 
5. Harta yang dibeli baik oleh suami maupun istri d tempat yang jauh dari 
tempat tinggal mereka adalah harta bersama suami istri, jika 
pembelian itu dilakukan selama perkawinan. 
6. Barang termasuk harta bersama suami istri: 
a. Segala penghasilan harta bersama yang diperoleh selama 
perkawinan termasuk penghasilan yang berasal dari barang asal 
bawaan maupun barang yang dihasilkan oleh harta bersama itu 
sendiri. 
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b. Demikian juga segala penghasilan pribadi suami istri baik dari 
keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing 
pribadi sebagai pegawai. 
Hal tersebut diatas sepanjang, mengenai hasil yang berasal dari 
keuntungan milik pribadi tidak dengan sendirinya menurut hukum 
termasuk harta bersama, kecuali hal itu telah diperjanjikan dengan 
tegas. 
7. Adapun mengenai harta bersama apabila si suami kawin poligami, 
baik dua atau tiga istri, maka penuntutan harta bersama dapat diambil 
garis pemisah yaitu: 
a. Segala harta yang telah ada antara suami dengan istri petama 
sebelum perkawinannya dengan istri kedua, maka istri kedua tidak 
mempunyai hak apa-apa atas harta tersebut. 
b. Oleh sebab itu, harta yang ada antar suami dan istri kedua, ialah 
hukum yang diperoleh kemudian setelah perkawinan. Jadi harta 
yang telah ada diantara istri pertama dengan suami, adalah harta 
bersama yang menjadi hak mutlak antar istri pertama dengan 
suami, dimana istri kedua terpisah dan tidak mempunyai hak 
menikmati dan memiliki atasnya. Istri kedua baru ikut dalam 
lembaga harta bersama dalam kehidupan keluarga tersebut ialah 
harta kekayaan yang diperoleh terhitung sejak istri kedua itu resmi 
sebagai istri. 
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c. Atau jika kehidupan mereka terpisah, dalam arti istri pertama 
dengan suaminya hidup dalam satu rumah kediaman yang berdiri 
sendiri, demikan juga istri kedua yang terpisah hidup dalam rumah 
tangga sendiri dengan suami, apa yang menjadi harta istri pertama 
dengan suami dalam kehidupan rumah tangga menjadi harta 
bersama antara istri pertama dengan suami, dan demikian juga apa 
yang menjadi harta kekayaan dalam rumah tangga istri kedua 
dengan suami menjadi harta bersama antara istri kedua dengan 
suami. 
8. Lain pula halnya jika seorang suami meninggal dunia dan sebelum 
meninggal dunia mereka telah mempunyai harta bersama, kemudian 
istri kawin lagi dengan laki-laki lain, maka dalam keadaan seperti 
inipun tetap terpisah antara harta bersama milik suami yang telah 
meninggal dengan istri tadi yang akan diwarisi oleh keturunan-
keturunan mereka, dan tidak ada hak anak/ keturunan yang lahir dari 
perkawinan istri tadi dengan suami yang kedua itu. Tetapi anak-anak 
dari dari perkawinan yang pertama mempunyai hak sebagai ahli waris 
dari harta bersama dari perkawinan yang kedua. Demikian juga 
sebaliknya jika istri yang meninggal, maka harta bersama yang mereka 
peroleh terpisah dari harta yang diperoleh kemudian setelah 
perkawinannya dengan istri kedua tersebut. 
 
31 
 
E. Pengertian Jaminan dan Lembaga Penjamin 
1. Pengertian Jaminan 
Istilah “jaminan” merupakan terjemahan dari istilah zekerheid atau 
cautie, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi 
perutangannya kepada kreditor, yang dilakukan dengan cara menahan 
benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman 
atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya. 
Istilah jaminan telah lazim digunakan dalam bidang ilmu hukum dan 
telah digunakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang 
lembaga jaminan daripada istilah agunan. Oleh karena itu, istilah yang 
digunakan bukan hukum agunan, lembaga agunan, agunan kebendaan, 
agunan perseorangan, atau hak agunan, melainkan hukum jaminan, 
lembaga jaminan, jaminan kebendaan, jaminan perseorangan, dan hak 
jaminan. Istilah jaminan ini melingkupi jaminan kebendaan dan jaminan 
perseorangan (bandingkan Salim HS, 2004:23). 
KUH Perdata maupun peraturan perundangan-perundangan lain 
yang menjadi sumber hukum jaminan tidak memberikan perumusan 
pengertian istilah jaminan. Dalam Keputusan Seminar Hukum Jaminan, 
yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerja 
sama dengan Fakulta Hukum Universitas Gadjah Mada dari tanggal 9 
sampai dengan 11 Oktober 1978 di Yogyakarta, mengartikan yang 
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dinamakan “jaminan” adalah “menjamin dipenuhinya kewajiban yang 
dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. 
Senada dengan itu, Mariam Daus Badrulzaman merumuskan 
jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur 
dan/atau pihak ketiga kepada kreditor untuk menjamin kewajibannya 
dalam suatu perikatan. Hal yang sama dikemukakan oleh Hartono 
hadisaputro, yang menyatakan jaminan adalah sesuatu yang diberikan 
debitur kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur 
akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul 
dari suatu perikatan. (Rachmadi Usman, 2008:69)  
Istilah hukum jaminan merupakan terjemahan dari istilah security of 
law, zekerheidsstelling, atau zekerheidsrecthen. Istilah hukum jaminan 
meliputi jaminan kebendaan maupun perorangan.Jaminan kebendaan 
meliputi utang-piutang yang diistimewakan, gadai, dan hipotek. 
Sedangkan jaminan perorangan, yaitu penanggungan utang (borgtocht).  
Satrio mengartikan Hukum Jaminan adalah: 
“Peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang 
seorang kreditor terhadap seorang dbitur.” (J. Satrio, 1996: 3) 
Sementara itu Salim HS merumuskan pengertian Hukum Jaminan 
adalah: 
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“Keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan 
antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan 
pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit (Salim HS, 2004: 
5-6). 
Dari dua pendapat perumusan pengertian hukum jaminan di atas 
dihubungkan dengan kesimpulan Seminar Hukum Jaminan tahun 1978, 
intinya dari hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur 
hubungan hukum antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan 
(kreditor) sebagai akibat pembebanan suatu utang tertentu (kredit) 
dengan suatu jaminan (benda atau orang tertentu). Dalam hukum jaminan 
tidak hanya mengatur perlindungan hukum terhadap kreditor sebagai 
pihak pemberi utang saja, melainkan juga mengatur perlindungan hukum 
terhadap debitur sebagai pihak penerima utang. Dengan kata lain, hukum 
jaminan tidak hanya mengatur hak-hak kreditor yang berkaitan dengan 
jaminan pelunasaan utang tertentu, namun sama-sama mengatur hak-hak 
kreditor dan hak-hak debitur berkaitan dengan jaminan pelunasan utang 
tertentu tersebut. 
2. Lembaga-lembaga Penjamin 
Selama ini di negara kita dikenal dua lembaga yang selalu 
dijadikan sebagai lembaga penjamin oleh masyarakat, yaitu: 
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a. Bank 
Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari 
setiap negara. Kata bank berasal dari bahasa Italia yaitu “banca” 
berarti tempat penukaran uang. Bank adalah lembaga keuangan yang 
menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, 
badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga 
pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya (Hermansyah, 
2006: 7). 
Bank merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya 
memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan 
peredaran uang. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 
Tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud 
dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 
masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam 
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 
Dalam dunia perbankan di Indonesia, semua bank baik bank 
milik negara maupun bank milik swasta mengacu dan tunduk pada 
aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral (Bank Indonesia) 
yang juga sebagai bank induk. 
Status dari bank baik sebagai badan hukum publik maupun 
badan hukum perdata ditetapkan dengan Undang-Undang. Sebagai 
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Badan hukum publik, bank berwenang menetapkan peraturan-
peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang 
yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan 
wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, bank dapat bertindak 
untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. 
Ada beberapa fungsi dari bank, salah satunya adalah sebagai 
lembaga penjamin, bank juga mempunyai tujuan tunggal yaitu 
mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, kestabilan nilai 
rupiah mengandung dua aspek yaitu kestabilan nilai mata uang 
terhadap mata uang negara lain serta kestabilan nilai mata uang 
terhadap barang dan jasa 
b. Pegadaian 
Menurut ketentuan Pasal 1150 KUH Perdata, gadai adalah 
suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang 
bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang 
atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan 
kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari 
barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang 
lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut 
dan biaya yang telah dikeluarkannya untuk menyelamatkannya setelah 
barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan. 
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Berdasarkan ketentuan di atas, jelaslah bahwa dalam gadai ada 
kewajiban dari seorang calon nasabah atau calon debitur untuk 
menyerahkan barang bergerak yang dimilikinya sebagai jaminan 
pelunasan utang, serta memberikan hak kepada si berpiutang (kantor 
pegadaian) untuk melakukan penjualan atau pelelangan atas barang 
tersebut apabila ia (si debitur) tidak mampu menebus  kembali barang 
dimaksud dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 
Pegadaian adalah perusahaan umum milik pemerintah yang 
kegiatan usahanya memberikan pinjaman uang kepada perseorangan, 
yang besarnya didasarkan pada besarnya nilai barang yang 
diserahkan sebagai jaminan. 
Tujuan perum pegadaian ialah mencegah agar rakyat kecil yang 
membutuhkan pinjaman tidak jatuh ke tangan rentenir atau kreditor liar 
karena pada umumnya kreditor liar mengenakan bunga yang sangat 
tinggi dan berlipat ganda yang lazim disebut bunga berbunga. 
Barang yang dijadikan sebagai jaminan (bork) kredit perum 
pegadaian berupa barang bergerak dan barang-barang perdagangan. 
Apabila pinjaman terlambat membayar utang tepat pada waktunya 
maka perum pegadaian akan memberi kesempatan lagi selama 3 
minggu. Tetapi setelah jangka waktu yang telah ditentukan itu ternyata 
si peminjam tidak dapat melunasi maka barang jaminannya akan 
dilelang. 
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Sumber permodalan perum pegadaian berasal dari kekayaan 
negara yang dipisahkan dan pinjaman dari Bank Indonesia. Dana 
tersebut disalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat 
berpenghasilan rendah tanpa memperhatikan tujuan penggunaannya. 
Jika dibandingkan dengan bank, cara mendapatkan pinjaman 
dengan menggunakan pegadaian jauh lebih mudah dan ekonomis 
dibandingkan cara mendapatkan pinjaman di bank yang terkadang 
membutuhkan waktu berminggu-minggu serta mengeluarkan 
beberapa biaya operasional sebelum pinjaman kita setujui. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh informasi atau data yang dirumuskan dalam 
penelitian ini, maka dilakukan penelitian di Pengadilan Agama Kelas IA 
Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Dipilihnya lokasi penelitian tersebut 
dengan pertimbangan, bahwa pada lokasi penelitian tersebut cukup 
tersedia data yang relevan dengan substansi permasalahan yang hendak 
diteliti di dalam penulisan ini. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang berhubungan 
dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun jenis dan sumber 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1) Data Primer  
Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari 
sumbernya yakni ditempat penelitian melalui hasil wawancara secara 
langsung kepada para responden/informan yang berkompeten dengan 
masalah yang sedang dibahas, dalam hal ini adalah hakim di 
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Pengadilan Agama Kelas IA serta melalui observasi/pengamatan dan 
peninjauan langsung di tempat penelitian. 
2) Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari hasil 
kajian pustaka melalui penelusuran bahan-bahan pustaka seperti 
literature, buku, Koran, majalah, artikel, peraturan perundang-
undangan, laporan tahunan, arsip instansi yang terkait dengan jalan 
membaca, karya ilmiah, dokumen-dokumen resmi serta tulisan-tulisan 
lain yang mempunyai relevensi dengan pembahasan skripsi ini agar 
dapat memberikan gambaran dan dasar pengetahuan melalui 
kerangka berfikir yang tajam, logis dan sistematis. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Di dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan dua metode 
pokok yaitu di dalam mengumpulkan data dan memperoleh data. Dalam 
rangka memperoleh data sebagaimana yang diharapkan maka penulis 
menggunakan tenik pengumpulan data berupa: 
1. Field Research (penelitian lapangan) yakni penelitian yang dilakukan 
untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Data primer 
dikumpulkan oleh penulis dengan menggunakan teknik pengumpulan 
data melalui wawancara langsung pada narasumber yang terkait 
langsung dengan penulisan skripsi ini dalam hal ini hakim di 
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Pengadilan Agama Kelas IA Makassar. Sedangkan data sekunder 
adalah data tertulis yang diperoleh penulis melalui penelitian lapangan 
di tempat penelitian. 
2. Library Research  (penelitian kepustakaan) yakni penelitian yang 
dilakukan untuk memperoleh pengetahuan teoritis dengan menelaah 
buku-buku tentang Acara Peradilan Agama, Peraturan Perundang-
Undangan yang ada kaitannya dengan objek kajian, himpunan 
putusan atau data melalui media internet yang ada hubungannya 
dengan penulisan skripsi ini. 
 
D. Ananlisis Kasus 
Setelah memperoleh data primer dan data sekunder seperti yang 
disebut sebelumnya maka untuk menghasilkan sebuah karya ilmiah yang 
sistematis, diperlukan suatu analisis data secara kualitatif dan data yang 
dapat dikuantifikasi dan dianalisis secara kualitatif namun yang 
disebutkan terakhir dimaksudkan untuk mendukung analisis kualitatif. 
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BAB IV 
PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Tata Cara Penyelesaian Pembagian Harta Bersama yang dalam 
Status Agunan 
Perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap 
individu, dalam perkawinan akan terbentuk sebuah keluarga yang 
diharapkan akan tetap bertahan hingga pasangan tersebut dipisahkan 
oleh keadaan dimana salah satunya meninggal dunia.  
Namun setelah menikah masalah mulai bermunculan sehingga 
perceraian pun menjadi salah satu pilihan yang dipertimbangkan. 
Perceraian sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
dimasukkan sebagai salah satu alasan putusnya perkawinan selain 
karena kematian dan keputusan pengadilan. Dalam pasal 37, 
menjelaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta 
bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Apabila terjadi 
perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian 
perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama. 
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Menurut Majelis Hakim (wawancara dengan Bapak Mahmudin, SH 
di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, 
tanggal 23 Januari 2013), pembagian harta bersama melalui Pengadilan 
Agama dapat diajukan bersamaan dengan pengajuan gugatan perceraian 
(kumulatif) atau dapat pula digugat tersendiri setelah putus perceraian 
baik secara langsung oleh yang bersangkutan maupun memakai jasa 
pengacara. Pemeriksaan pembagian harta bersama dalam hal yang 
kumulatif dilakukan setelah pemeriksaan gugatan cerai. Apabila gugatan 
cerainya ditolak, maka pembagian harta bersamanya biasanya juga 
ditolak. Oleh karena pembagian harta bersamanya tersebut menginduk 
pada gugatan cerai. Kecuali kalau meminta pemisahan harta bersama, 
karena salah satu pihak dikhawatirkan atau bahkan terbukti 
menghilangkan harta bersama dengan permohonan tersendiri. 
 Syarat-syarat mengajukan gugatan permohonan pembagian 
harta bersama ialah (wawancara dengan Bapak Mahmudin, SH di 
Pengadilan Agama Kelas IA Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 
23 Januari 2013) : 
1. Mengajukan perkara atau surat gugatan ke Pengadilan Agama; 
2. Penggugat mendaftarkan perkara yang akan diajukan; 
3. Foto copy KTP yang menunjukkan sebagai Warga Negara Indonesia; 
4. Terdapatnya harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan; 
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5. Adanya akta perceraian (apabila sudah cerai); 
6. Mengajukan biaya perkara persikot atau panjar biaya perkara sewaktu 
surat gugatan didaftarkan dikepaniteraan; 
7. Mengajukan biaya perkara setelah perkara diputus di Pengadilan. 
Setelah syarat-syarat untuk mengajukan gugatan terpenuhi, maka 
proses pembagian harta bersama baru dapat diproses di Pengadilan 
Agama, salah satunya di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar Provinsi 
Sulawesi Selatan. Hal ini dapat dilihat pada table 1 di bawah ini: 
Tabel 1. Data Jumlah Banyaknya Permohonan Harta Bersama dalam 3 (tiga) Tahun 
Terakhir. 
N
o 
Tahun Bulan Jumlah Persent
ase (%) 
J
A
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E
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M A R R R R R
 
A P R
 
M E
I 
J
U
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I 
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A G S
 
S E P
 
O K T
 
N O V
 
D E S
 
1. 2010     1 1  1  2   5 23% 
2. 2011  1 1 1 1 1 1  2  1 3 12 54% 
3. 2012  1  2       1 1 5 23% 
Jumlah 22 100% 
Sumber: Data Sekunder. Arsip Pengadilan Agama Makassar, diambil pada tanggal 23 
Januari 2013 
Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2010 ada 5 (lima) 
permohonan harta bersama, pada tahun 2011 ada 12 (duabelas) 
permohonan harta bersama dan tahun 2012 ada 5 (lima) permohonan 
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harta bersama. Ini menunjukkan bahwa pengajuan permohonan harta 
bersama pada tahun 2010 sampai tahun 2011 mengalami peningkatan 
yang besar, sedangkan dari tahun 2011 sampai tahun 2012 mengalami 
penurunan seperti pada tahun 2011. Sehingga jumlah permohonan harta 
bersama dari data di atas sebanyak 22 orang (dua puluh dua orang). Dari 
sini dapat dilihat bahwa persoalan mengenai harta bersama sering terjadi 
antara mantan suami dan mantan istri setelah mereka bercerai. 
Harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan diatur dalam: 
Pasal 35 
(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta 
bersama.  
(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang 
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di 
bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak 
menentukan lain.  
Pasal 36 
(1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas 
persetujuan kedua belah pihak.  
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(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai 
hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta 
bendanya. 
Pasal 37  
Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur 
menurut hukumnya masing-masing. 
Sedangkan harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
diatur dalam: 
Pasal 85 
Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup 
kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.  
Pasal 86 
1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta 
istri karena perkawinan. 
2. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, 
demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai 
penuh olehnya. 
Pasal 87  
1. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang 
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di 
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bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak 
menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. 
2. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan 
perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, 
sedekah, atau lainnya. 
Pasal 88 
Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta 
bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan 
Agama.  
Pasal 89 
Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri, 
maupun hartanya sendiri.  
Pasal 90 
Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta 
suami yang ada padanya.  
Pasal 91 
1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat 
berupa benda terwujud atau tidak berwujud. 
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2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, 
benda bergerak, dan surat-surat berharga. 
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun 
kewajiban. 
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah 
satu pihak atas persetujuan pihak lainnya. 
Pasal 92 
Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan 
menjual atau memindahkan harta bersama. 
Pasal 93 
1. Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada 
hartanya masing-masing. 
2. Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk 
kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. 
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami. 
4. Bila harta bersama tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan 
kepada harta istri. 
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Pasal 94 
1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri 
lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. 
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang 
mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat 
(1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, 
ketiga, atau yang keempat. 
Pasal 95 
1. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c 
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), 
suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan 
sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan 
cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan 
membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan 
sebagainya. 
2. Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama 
untuk kepentingan keluarga dengan izin Peradilan Agama. 
Pasal 96 
1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak 
pasangan yang hidup lebih lama. 
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2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau 
suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian 
matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan 
Pengadilan Agama. 
Pasal 97 
Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari 
harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian 
perkawinan.  
Dalam peraturan perundang-undangan di atas, jelas terlihat 
pencantuman pembagian harta bersama adalah ½ (seperdua) apabila 
terjadi perceraian, bahkan apabila salah satu pihak meninggal dunia, 
maka yang ditinggalkan tetap mendapatkan setengah dari harta bersama 
tersebut dan sisanya barulah menjadi harta warisan. Tetapi berbeda 
halnya jika harta bersama tersebut sedang dalam status agunan. Dimana 
salah satu pihak, baik itu mantan suami atau mantan istri telah 
menggadaikan harta bersama tersebut kepada lembaga penjamin. 
Berdasarkan hasil wawancara hakim pada tanggal 23 Januari 
2013, menurut Bapak Mahmudin, SH bahwa yang sering menjadi 
permasalahan pasca perceraian adalah mengenai harta bersama. Bahkan 
seringkali melibatkan pihak ketiga. Dimana salah satu pihak yaitu mantan 
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suami atau mantan istri telah menggadaikan harta bersama tersebut 
kepada lembaga penjamin. Hal seperti ini akan sangat merepotkan, 
karena pada akhirnya harta bersama tersebut akan dapat dibagi secara 
nyata ketika telah terjadi pelunasan. Setelah harta bersama yang 
diagunkan telah dilunasi, barulah harta bersama tersebut dapat dibagi 
sesuai yang diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang 
menyatakan bahwa “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak 
seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam 
perjanjian perkawinan”. 
Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Drs. M. Tahir Maloko, 
MHI Dosen Fakultas Hukum UIN, bahwa apabila perkawinan putus karena 
perceraian, baik itu cerai hidup ataupun cerai mati maka suami dan istri 
berhak setengah dari harta bersama tersebut sepanjang tidak 
diperjanjikan lain. Namun apabila harta bersama tersebut telah diagunkan 
maka harta bersama tersebut harus dilunasi terlebih dahulu. Apabila salah 
satu pihak atau keduanya tidak dapat melunasi harta bersama tersebut, 
maka harta bersama tersebut dapat dilelang kemudian sisanya barulah 
dapat dibagi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 
(Wawancara Pada tanggal 12 Februari 2013) 
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B. Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2011/PA.Mks 
yang Berkaitan dengan Pembagian Harta Bersama yang sedang 
dalam Agunan 
Harta bersama dalam perkawinan adalah seluruh harta yang 
diperoleh pada saat perkawinan terikat sampai perkawinan putus. Harta 
bersama dalam perkawinan diatur dalam perundang-undangan. Antara 
lain dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 
dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.  
Dalam peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan, jika 
terjadi perselisihan terhadap harta bersama penyelesaianya adalah di 
Pengadilan. Untuk lebih mengetahui proses terjadinya putusan dalam 
perkara gugatan harta bersama, perlu kiranya dikemukakan contoh 
putusan gugatan harta bersama yang diperoleh dari putusan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap. 
Putusan yang disampaikan dimaksudkan sebagai gambaran 
secara khusus tentang pembagian harta bersama, yaitu Putusan Nomor 
1323/Pdt.G/2011/PA.Mks bahwa: Penggugat dengan surat gugatannya 
tertanggal 28 September 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan 
Agama Makassar dengan nomor 1323/Pdt.G/2011/PA.Mks, telah 
mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: 
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 
pada tanggal 5 September 1990 namun telah melalui proses 
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perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar berdasarkan Akta 
Cerai No. 1014/AC/2011/PA.Mks, tertanggal 26 September 2011. 
2. Bahwa selama masa perkawinan penggugat dan tergugat telah 
memiliki 4 orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan tergugat. 
3. Bahwa selama masa perkawinan antara penggugat dan tergugat 
memiliki sebuah rumah permanen berlantai 2 dengan luas 9 x 12 m2 
yang terletak di BTN Ranggong Permai Blok K No. 11 Kelurahan 
Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dengan batas-batas 
sebagai berikut: 
Sebelah Utara : rumah milik Andi Marsyuddin 
Sebelah Timur : rumah milik Ramli 
Sebelah Selatan : rumah milik Bunda Haji 
Sebelah Barat : jalanan blok K 
4. Bahwa rumah sebagaimana pada poin 2 di atas saat ini dikuasai oleh 
tergugat. 
5. Bahwa oleh karena antara penggugat dan tergugat telah bercerai 
maka adalah wajar apabila harta bersama tersebut dibagi 2 separuh 
untuk penggugat dan separuh untuk tergugat, apabila tidak dapat 
dibagi secara natura maka obyek tersebut dijual lelang dan hasilnya 
dibagi 2 antara penggugat dan tergugat. 
Dalam Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2011/PA.Mks, bahwa mantan 
suami (penggugat) menggugat mantan istri (tergugat) untuk menyatakan 
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bahwa rumah yang terletak di BTN Ranggong Permai Blok K No. 11 
Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar tersebut, 
adalah bagian dari harta bersama. Serta memerintahkan kepada tergugat 
untuk membagi 2 rumah yang terletak di BTN Ranggong Permai tersebut. 
Tetapi tergugat tidak dapat menerima gugatan penggugat untuk membagi 
2 (dua) harta gono-gini tersebut karena rumah tersebut tergugat telah 
gadaikan untuk biaya anak-anak dan biaya hari-hari tergugat karena 
selama ini perhatian tergugat tidak mendapat tempat di hati penggugat. 
Dan juga, penggugat selama ini tidak menunaikan kewajibannya baik 
terhadap tergugat maupun terhadap anak-anaknya sejak tahun 2011. 
TENTANG HUKUMNYA 
DALAM KONVENSI 
Dalam Eksepsi 
Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya telah mengajukan 
dalil-dalil eksepsi yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Tentang gugatan penggugat error in iuris 
Bahwa secara hukum penggugat tidak dapat mengajukan gugatan 
harta bersama sepanjang penggugat tidak pernah menunaikan 
kewajibannya baik terhadap tergugat maupun terhadap anak-anaknya. 
2. Tentang gugatan penggugat error in premature 
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Bahwa penggugat belum saatnya menuntut harta bersama kepada 
tergugat sepanjang penggugat belum menebus harta bersama yang 
telah digadaikan kepada Bank Hasa Mitra. 
3. Tentang gugatan penggugat error in subjekto 
Bahwa sepanjang penggugat tidak melibatkan Bank Hasa Mitra 
sebagai tergugat dalam perkara ini sebagai salah satu subjek hukum 
maka gugatan penggugat tidak dapat diterima. 
Menimbang, bahwa penggugat dalam replikanya telah mengajukan 
tanggapan yang pada pokoknya menolak dalil-dalil ekspesi tersebut. 
Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil eksepsi tergugat 
demikian pula tanggapan penggugat tersebut, maka Majelis Hakim 
berpendapat sebagai berikut: 
Menimbang, bahwa mengenai eksepsi point 1 di atas, menurut 
Majelis Hakim bahwa oleh karena gugatan harta bersama dan perkara 
tentang kelalaian penggugat sebagai suami dan ayah untuk menunaikan 
kewajibannya terhadap penggugat dan anak-anaknya, adalah merupakan 
2 perkara/gugatan yang dapat diajukan secara terpisah dan atau masing-
masing secara tersendiri, sdehingga secara formal dalil eksepsi poin 1 
tersebut harus dinyatakan tidak tepat dan tidak beralasan. 
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Menimbang, bahwa mengenai eksepsi poin 2 di atas, menurut 
Majelis Hakim bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh 
penggugat ternyata harta bersama yang dimaksud masih dalam agunan 
dengan adanya pinjaman kredit pada Bank Hasa Mitra, sehingga belum 
dapat dibagi sebagai harta bersama, dan dengan demikian dalil eksepsi 
tergugat poin 2 terbukti beralasan hukum dan harus dikabulkan. 
Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi poin 3, Majelis Hakim 
berpendapat bahwa dengan menunjuk pertimbangan mengenai dalilpoin 2 
tersebut, hal mana pengajuan gugatan harta bersama ini seharusnya 
diajukan setelah penggugat dan tergugat menyelesaikan utang/pinjaman 
kredit pada Bank Hasa Mitra, maka pihak bank tersebut secara formal 
tidak perlu dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga dalil 
eksepsi poin 3 harus ditolak. 
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
tersebut dapat disimpulkan bahwa oleh karena salah satu dalil eksepsi 
tergugat dapat dibenarkan, yaitu adanya harta bersama masih dalam 
agunan bank dengan adanya pinjaman kredit yang menyebabkan harta 
bersama tersebut tidak dapat dibagi antara penggugat dan tergugat, maka 
eksepsi dimaksud patut dikabulkan. 
DALAM POKOK PERKARA 
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat 
sebagimana terurai dimuka. 
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dalam pokok 
perkara dinyatakan tidak diterima. 
 
DALAM REKONVENSI 
Menimbang, bahwa oleh Karena gugatan penggugat dalam pokok 
perkara dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan penggugat dalam 
rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima. 
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI 
Menimbang, bahwa oleh Karena gugatan ini tidak dapat diterima, 
maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat. 
Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-
undangan tersebut di atas serta peraturan lain yang berlaku dan berkaitan 
dengan perkara ini.  
MENGADILI 
DALAM KONVENSI 
Dalam Eksepsi  
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- Mengabulkan eksepsi tergugat; 
Dalam Pokok Perkara  
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima; 
Dalam Rekonvensi  
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima; 
Dalam Konvensi dan Rekonvensi  
- Membebankan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk 
membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu 
rupiah). 
Dasar pemberian putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat 
diterima ini dapat kita lihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 
No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung 
RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah 
Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan 
bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak 
dapat diterima. (wawancara dengan bapak Mahmudin, SH di Pengadilan 
Agama Kelas IA Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 23 Januari 
2013) 
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Apabila suatu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka 
terdapat cacat formil dalam gugatan tersebut. Adapun berbagai macam 
cacat formil yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan 
akhir dengan diktum: menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet 
ontvankelijke verklaard). (M. Yahya Harahap, 2005:888) Cacat formil yang 
dijadikan dasar oleh hakim menjatuhkan putusan akhir yang bersifat 
negatif dalam bentuk amar menyatakan gugatan tidak dapat diterima, 
antara lain sebagai berikut: 
1. Yang mengajukan gugatan adalah kuasa yang tidak didukung oleh 
surat kuasa khusus yang memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 
HIR jo. SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 4 Tahun 1996 (tentang 
surat kuasa telah dibahas dalam bab tersendiri dalam buku yang lain). 
2. Gugatan mengandung error in persona dalam bentuk diskualifikasi 
atau plurium litis consortium. 
3. Gugatan di luar yuridiksi absolut atau relative Pengadilan, maksudnya 
apa yang disengketakan berada di luar kompetensi atau yuridiksi 
absolut peradilan yang bersangkutan, karena perkara yang 
dipersengketakan termasuk kewenangan absolut lingkungan peradilan 
lain, misalnya Peradilan Agama atau Peradilan TUN. 
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4. Gugatan obscuur libel, yakni gugatan penggugat kabur, tidak 
memenuhi syarat jelas dan pasti (duidelijke en bepaalde conclusie) 
yang digariskan Pasal 8 ke-3 Rv. 
Menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil yang mungkin 
melekat pada gugatan, antara lain surat kuasa tidak memenuhi syarat, 
gugatan tidak memiliki dasar hukum, gugatan error in persona, 
mengandung cacat obscuur libel, atau melanggar yuridiksi absolute atau 
relatif, maka putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas 
mencantumkan dalam amar putusan: Menyatakan Gugatan Tidak Dapat 
Diterima (niet ontvankelijke verklaard / NO). 
Berdasarkan penjelasan diatas, jika kita hubungkan dengan hasil 
Putusan  Pengadilan Agama Kelas IA Makassar Nomor 
1323/Pdt.G/2011/PA.Mks  maka majelis hakim mengabulkan salah satu 
Eksepsi tergugat dan tidak menerima gugatan penggugat dalam Pokok 
Perkara. Hal ini disebabkan karena terdapat cacat formil yang dijatuhkan 
berdasarkan Eksepsi yang diajukan tergugat yaitu adanya harta bersama 
yang masih dalam agunan bank dengan adanya pinjaman kredit yang 
menyebabkan harta bersama tersebut tidak dapat dibagi antara 
penggugat dan tergugat. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Dari hasil analisis kasus pada bab terdahulu, maka penulis dapat 
menyimpulkan: 
1. Tata cara penyelesaian pembagian harta bersama yang dalam status 
agunan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.  Dimana harta bersama yang 
sedang diagunkan di lembaga penjamin baru dapat dibagi secara 
nyata apabila telah terjadi pelunasan.  Setelah harta bersama tersebut 
dilunasi, maka masing-masing berhak ½ (seperdua) dari harta 
bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan 
(Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam). 
2. Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2011/PA.Mks 
adalah hakim tidak menerima gugatan penggugat karena terdapat 
cacat formil yang dijatuhkan berdasarkan Eksepsi yang diajukan 
tergugat yaitu adanya harta bersama yang masih dalam agunan bank 
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dengan adanya pinjaman kredit yang menyebabkan harta bersama 
tersebut tidak dapat dibagi antara penggugat dan tergugat. 
 
B. Saran 
1. Disarankan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sosialisasi 
atau penyuluhan bahwa tidak semua perselisihan yang terjadi dalam 
perkawinan tidak selalu diselesaikan dengan perceraian sehingga 
dapat mengurangi tingkat perceraian. Selain itu diharapkan ada aturan 
khusus yang mengatur mengenai pembagian harta bersama yang 
diagunkan. 
2. Pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara harus 
berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Untuk itu hakim 
harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh 
selama proses persidangan, baik dari bukti surat maupun saksi-saksi. 
Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa 
tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme, dan 
bersifat obyektif. 
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